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Tunggakan PBB-P2 Hambat Pembangunan

IJELABAI - Para camat, lurah dan
keJala desase Kabupaten Lebong di-
inj;atkan agarlebih proaktif memungut
Pa akBumidan BangunansektorPerko-
taan dan Pedesaan (PBB-P2) tahun ini.
Pe legasan ini disampaikan Sekretaris
Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H.
Mustarani Abidin, SH, M.Si lantaran
kurangmaksimalnyapemungutan PBB-
P2 tahun 2019 hingga tidak mencapai
target. la menilai ini semua tidak lepas
dan" sikapacuh atau kurang maksimal-
nya kerjaperangkat desa dan keluralian
dalam melakukanpenagihan.

' Bagaimana pemerintah hendak
membayarkan pos belanja jika pos

hams benar-benar sesuai objek pajak
ya ig ada.

Hams ditelaah juga apakah tidak
pehiah tercapainya target PBB-P2 itu
mfcmang karena banyakwajib pajak
ya ig tidak taat atau karena faktor lain.
Misalnya target yang terlalu besar kar-
en i tidaksesuai jumlah objekpajak.
Ka au memungkinkan, SPPT (Sural
Penberitahuan PajakTerhutang, red)
lai gsung diserahkan ke wajib pa
jak lya," tukas Sekda.

Jementara Kabid Pendapatan dan
Bagi Hasil, Badan Keuangan Daerah
(BI :D) Kabupaten Lebong, Rudi Har-
tor o, SE, M.Ak mengaku pihaknya

pendapatan tersendat mengingat be
lanja daerah jugasangat bergantung
kepada PAD (pendapatan asli daerah,
red) yang salah satunya diperoleh
melalui pos pajakdaerah,"ujar Sekda.

Bahkan dikatakannya, defisit ang-
garan hingga Rp 48 miliar di stmktur
APBD 2019 juga diakibatkan pajak
yang menunggak. Baik PBB-P2 mau-
pun pajak lainnya seperti galian C dan
reklame. Dimintanya, BidangPenda
patan, Badan Keuangan Daerah (BKD)
benar-benar maksimal dalam memo-
tori pemungutan PBB-P2. Termasuk
dalam penetapan Daftar Himpunan
Ketetapan Pajak (DHKP), jumlahnya

saat ini masih melakukan pendataan
jumlah Objek Pajak (OP) di 93 desa
dan 11 keluralian yang adadiLebong.
Ditargetnya, April DHKP dan SPPT
sudah dibagikan ke masing-masing
wajib pajak.

"Selain mengejar pungutanPBB-P2
tahun ini, kami juga berharap pe
merintah desa dan kelurahan dapat
membantu kami menagih tunggakan
PBB-P2 enam tahun terakhir. Terhitung
2014-2019. Nilai piutang PBB-P2 itu
akankami sampaikan langsungkepada
masing-masingcamat,kepaladesa dan
lurah berbarengan saat penyerahan
DHKP dan SPPT," tandas Rudi.(sca)


